PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
QOgan Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam rangka
memenuhi aspirasi dari Organisasi Perangkat Daerah dan
permasalahan teknis dalam penyusunan aplikasi e-kinerja
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 14);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 nomor 1273);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan
Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 74 Tahun
2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 74);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun
2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (
Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019
Nomor 81).




Menetapkan

itk

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 81
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun
2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16
(1) Pelaksanaan input sistem e-kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku -efektif
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

~(2) Pelaksanaan  penghitungan  tingkat  kehadiran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4)
berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020.

(3) Apabila sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
sebagaimana dimaksud ayat (2) masih terdapat unit
kerja yang belum dapat melakukan absensi dan
penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) dikarenakan
belum disediakan atau belum terdapat fasilitas finger
print, maka dapat dilakukan absensi dan
penghitungan tingkat kehadiran secara manual,



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten OKU.

~ Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 20 Mei 2020

' BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- KURYANA AZIS

e

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN NG ULU,
m———
CHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020
NOMOR ....



